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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan ialah bagian akhir dari penelitian yang merangkum jawaban atas 

rumusan masalah atau pertanyaan penelitian secara ringkas dan langsung. 

Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga 

mencerminkan temuan utama dari penelitian. Dalam kesimpulan, peneliti 

memberikan penegasan mengenai hasil-hasil utama yang mendukung pemecahan 

masalah yang diteliti, serta menunjukkan kontribusi atau implikasi penting dari 

temuan tersebut. Kesimpulan juga harus jelas dan tidak menambahkan informasi 

baru yang belum dibahas dalam bagian analisis. Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian yaitu inventarisasi peralatan dan mesin di BPAD Provinsi DKI Jakarta 

sudah efektiv. Berikut penjelasan kesimpulan dari setiap aspek: 

1. Prosedur inventarisasi: BPAD mengacu pada pedoman yang tertuang dalam 

Permendagri No. 47 Tahun 2021 untuk memastikan proses inventarisasi 

dilakukan dengan cermat dan akurat. Setiap barang, terutama peralatan dan 

mesin, melalui verifikasi fisik untuk memastikan kondisi dan kelengkapan, 

kemudian dicatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah. Langkah ini 

bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data aset, yang 

mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel. 

2. Efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan: Sistem ini terbukti efektif dalam 

memudahkan proses pencatatan, pelacakan, pembaruan, dan pelaporan status 

serta kondisi barang secara real-time. Sistem ini sangat mendukung keakuratan 

dan kelancaran proses inventarisasi, terutama untuk peralatan dan mesin, serta 

memungkinkan pemantauan yang cepat dan transparan terhadap perubahan 

atau pemindahan aset. Dengan demikian, sistem ini berperan penting dalam 

meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah. 

3. Mekanisme transparansi dalam proses inventarisasi: BPAD melibatkan seluruh 

pihak terkait, seperti Pengguna Barang (PB) dan Kuasa Pengguna Barang 
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(KPB), dalam setiap tahap proses inventarisasi. Sistem aplikasi khusus yang 

digunakan memungkinkan informasi terkait peralatan dan mesin, termasuk 

kondisi dan status penggunaannya, dapat diakses oleh Perangkat Daerah (PD) 

dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang relevan. Selain itu, laporan 

hasil inventarisasi disampaikan kepada pihak berwenang, termasuk auditor 

internal dan eksternal, serta pimpinan daerah, untuk memastikan proses 

berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi yang jelas. 

4. Tantangan memastikan akuntabilitas: Kurangnya koordinasi dan kolaborasi 

antar instansi yang terlibat, seperti BPAD, dinas terkait, dan unit pengguna 

barang, menjadi hambatan signifikan. Hal ini mengakibatkan informasi aset 

tidak terintegrasi dengan baik, pencatatan yang tidak tepat waktu, dan 

pengawasan yang kurang akurat. Selain itu, ketidakjelasan peran dan tanggung 

jawab antar stakeholder, perbedaan prioritas, serta kurangnya keterlibatan 

dalam perencanaan sistem baru turut memperburuk situasi ini. Untuk 

mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi, perumusan 

peran yang jelas, serta keterlibatan aktif dari semua pihak dalam perencanaan 

dan implementasi sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi. 

5. Profesionalitas dalam proses inventarisasi: BPAD telah menyediakan berbagai 

alat dan sumber daya, seperti modul, pedoman operasional, dan video tutorial 

yang mudah diakses oleh semua pihak terkait. Sosialisasi rutin juga dilakukan 

di tingkat provinsi dan wilayah untuk memastikan pemahaman yang seragam 

mengenai prosedur inventarisasi. Selain itu, proses ini dilengkapi dengan 

sistem monitoring dan evaluasi berjenjang, mulai dari harian hingga 

triwulanan, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan inventarisasi dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan menghasilkan data yang akurat. 

Upaya ini menunjukkan komitmen BPAD untuk meningkatkan profesionalitas 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. 

6. Upaya dalam proses inventarisasi: BPAD melaksanakan pelaporan secara 

sistematis dan transparan, sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 

2021. Setiap laporan mencakup rincian penting mengenai kondisi peralatan dan 
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mesin, lokasi, status penggunaannya, serta rekomendasi untuk pemeliharaan 

atau penghapusan barang yang tidak layak. Laporan ini disampaikan kepada 

pihak terkait, termasuk pimpinan daerah, lembaga pengawasan, dan auditor 

eksternal, guna memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan dengan 

akuntabilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh data 

dan laporan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, mendukung transparansi 

dalam proses pengelolaan aset daerah. 

7. Mekanisme pencatatan dan pelaporan setelah diinventarisasi: Data peralatan 

dan mesin akan dicatat dalam sistem informasi manajemen aset yang 

terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan dan pembaruan status barang 

secara real-time, termasuk pemindahan, perbaikan, atau penghapusan. 

Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021, 

dengan laporan yang mencakup kondisi, pemanfaatan, dan pengelolaan BMD. 

Laporan ini disampaikan kepada pimpinan daerah, lembaga audit, dan pihak 

terkait lainnya, serta dapat diakses untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Tindak lanjut dari laporan tersebut 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin keberlanjutan 

pengelolaan BMD yang akuntabel dan efektif. 

B. Saran 

Saran adalah tindak lanjut yang diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian, 

berupa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. 

Saran harus konkret, realistis, dan praktis, serta berorientasi langsung pada 

pemecahan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian, saran seringkali 

menyangkut aspek kebijakan atau langkah operasional yang bisa diambil oleh 

pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan dampak nyata dan 

memperbaiki kondisi yang diteliti. Tujuannya adalah agar hasil penelitian tidak 

hanya menjadi pengetahuan teoritis tetapi juga dapat diaplikasikan untuk 

menghasilkan perubahan atau perbaikan dalam bidang yang bersangkutan. 

Adapun saran dalam meningkatkan inventarisasi BMD di BPAD Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta yaitu: 
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1. BPAD dapat membentuk tim koordinasi lintas departemen untuk meningkatkan 

integrasi data aset. Rapat berkala dan pembaruan informasi bisa difasilitasi 

melalui sistem digital terpadu yang memungkinkan berbagai pihak berbagi dan 

mengakses data secara real-time. Sistem ini sebaiknya memiliki pengaturan 

akses yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing stakeholder untuk 

menjaga akurasi dan keamanan informasi. 

2. Untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, penting untuk melibatkan 

stakeholder sejak awal dalam proses perencanaan inventarisasi. Ini bisa 

dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya sistem inventarisasi baru, 

pelatihan, dan dialog terbuka yang memungkinkan mereka memberikan 

masukan. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan pemahaman, 

dukungan, dan kepemilikan (ownership) atas proses inventarisasi. 

3. Menyusun dokumen yang secara jelas mendefinisikan peran, tanggung jawab, 

dan target waktu setiap pihak dalam proses inventarisasi dapat mengurangi 

kebingungan. 

4. Untuk mengatasi perbedaan prioritas antar stakeholder, BPAD perlu 

mengadakan diskusi bersama untuk menyamakan tujuan inventarisasi aset. 

Proses ini dapat mencakup penjelasan manfaat jangka panjang dari 

inventarisasi yang akurat dan transparan dalam pengelolaan aset. Dengan 

menyelaraskan visi dan tujuan, masing-masing pihak akan lebih memahami 

pentingnya mendukung proses inventarisasi. 

5. BPAD dapat melakukan evaluasi rutin terhadap proses inventarisasi dan 

kinerja stakeholder terkait. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi 

kendala yang mungkin muncul serta memperbaiki proses inventarisasi secara 

terus-menerus. Dengan adanya evaluasi berkala, BPAD dapat mengadaptasi 

metode atau sistem inventarisasi sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan prinsip 

good governance. 
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